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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Peran Badan Usaha Milik Desa “Bersama Jaya” sudah berjalan 

semestinya jika dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Desa tahun 

2021-2022 namun belum efektif jika dilihat dari anggaran yang 

dialokasikan kepada BUMDes dengan kopntribusi sosial yang 

seharusnya dilakukan , yaitu menjalankan usaha jual-beli obat-obatan 

pertanian yang berupa pupuk dan pestisida. Meskipun mengalami 

penurunan pada masa awal BUMDes “Bersama Jaya” dijalankan yang 

diakibatkan oleh tidak efektifnya jenis usaha yang dijalankan. 

2. Terdapat beberapa faktor penghambat Badan Usaha Milik Desa Katua 

“Bersama Jaya” dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Pertama, 

faktor anggaran yang dimana anggaran merupakan suatu instrument 

yang sangat penting bagi BUMDes dalam menjalankan usahanya. 

Kedua, faktor keterbatasan sumber daya manusia pengelola dimana 

dalam pengelolaannya kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang 

berkualitas sangatlah penting. Ketiga, terbatasnya dukungan dari pihak 

ketiga (swasta) dimana keterlibatan pihak ketiga (swasta) dalam 

pengembangan usaha BUMDes akan dapat menumbuh kembangkan 

usaha secara berkelanjutan. 
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5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :  

1. Untuk mencapai efektivitas peran BUMDes “Bersama Jaya” dalam 

Peningkatan Pendapatan Asli Desa Katua, BUMDes “Bersama Jaya” 

diharapkan agar meningkatkan pengelolaan dan pelayanannya yaitu 

meningkatkan hubungan kerjasama dengan pengelola, masyarakat 

ataupun pihak ketiga. Dan Bagi Dinas Pemerintah Desa Katua 

hendaknya senantiasa memberikan dukungan kepada BUMDes 

“Bersama Jaya” untuk mengelolah program lainnya selain jual-beli 

obat-obatan pertanian. sehingga membantu pengurus BUMDes 

“Bersama Jaya” mengelola potensi lain yang ada diwilayah Desa 

Katua. 

2. Tidak adanya diskriminasi dalam penyaluran dana melalui BUMDes 

serta dalam melakukan perekrutan pengurus dan pengelola BUMDes 

“Bersama Jaya” Desa Katua. BUMDes “Bersama Jaya” juga dapat 

melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap SDM yang ada 

dalam BUMDes “Bersama Jaya” Desa Katua.  

3. BUMDes “Bersama Jaya” Desa Katua perlu melaksanakan establish 

cooperation atau kerjasama dengan pihak swasta dengan tujuan agar 

mampu membantu BUMDes dalam pelaksanaan kegiatan ataupun 

sumber finansial terhadap BUMDes. 

4. Pemerintah Desa diharapkan dapat segera melakukan pendaftaran agar 

Bumdes “Bersama Jaya” berbadan hukum. 
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